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BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 219 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KALWEDO

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07
tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi
dan tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Maluku Barat Daya;

bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran
tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna
dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya
kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan
prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, diperlukan
adanya Ketentuan—ketentuan Pokok Dewan Pengawas,
Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Maluku Barat Daya tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kalwedo Kabupaten
Maluku Barat Daya.

Undang-Undang Nomor -31 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi
Maluku (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4877);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-




Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Penguasaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indnesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM,;

7. Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun
2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Maluku Barat Daya
Tahun 2014 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN

POKOK DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KALWEDO
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

W N

Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah
Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang bergerak
di bidang Pelayanan Air Minum.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya yang

mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan pada PDAM Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya yang
selanjutnya disingkat KPM yang merupakan Pemegang Kekuasaan
Tertinggi dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kalwedo Kabupaten
Maluku Barat Daya.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Maluku Barat
Daya.

. Direksi adalah Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya.




6. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan PDAM Kabupaten
Maluku Barat Daya.

7. Calon Pegawai adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur PDAM
Kabupaten Maluku Barat Daya.

8. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan,
cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Organ PDAM
Paragraf 1
Umum
Pasal 2
' (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organisasi
PDAM.
(2) Organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.
Paragraf 2
KPM
Pasal 3 5
(1) KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian PDAM apabila dapat
membuktikan :
a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak
‘ langsung;
b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
PDAM;

c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan
kekayaan PDAM untuk melawan hukum.

Pasal 4

(1) KPM, Dewan Pengawas dan Direktur melakukan Rapat dalam

pengembangan usaha PDAM Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya.
(2) Rapat sebagaiaman dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :

a. Rapat tahunan;

b. Rapat persetujuan rencana Kkerja anggaran PDAM Tirta Kalwedo

Kabupaten Maluku Barat Daya;
¢. Rapat luar biasa.
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Paragraf 3
Dewan Pengawas

Pasal 5
Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional
dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh KPM.

Pasal 6
Untuk dapat diangkat sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas harus
memenuhi persyaratan :
a. Sehat Jasmani dan Rohani;
b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku
yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan;
. Memahami penyenggaraan pemerintahan daerah;
. Memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu
fungsi manajemen;
. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
Berijazah paling rendag Strata 1 (S-1);
. Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar pertama kali;
. Tidak pernah dinyatakan pailit;
Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan
bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinayatakan pailit;
j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau
calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
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Pasal 7
(1) Proses Pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang—kurangnya
meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim
atau lembaga professional.

Pasal 8

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib menandatangani kontrak
kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi,
kecuali untuk pengangkatanpertama kali pada saat pendirian.

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dmaksud dalam pasal (5) tidak
berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai
mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, wajib
menandatangani Kontrak Kinerja.

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan
Pengawas.



Pasal 9

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah
Direksi.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang anggota,
maka dapat diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaiman dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas
keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PDAM.

Pasal 10
Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11
Dewan Pengawas mempunyai tugas:
a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap
pengurusan dan pengelolaan PDAM; dan
b. Mengawasi dan member nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
pengurusan PDAM.

Pasal 12
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9, wajib :
a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
b. Membuat dan memelihara risalah rapat.

. Pasal 13
Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
a. Meninggal Dunia;
b. Masa Jabatannya berakhir; dan/atau
c. Diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 14

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b,
anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas
akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa
jabatannya.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan
paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk
memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas
yvang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan



tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan public kepada
KPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas,
pelaksanaan tugas pengawasan PDAM dilaksanakan oleh PKM.

Pasal 15

(1) Dalam hal jabatan jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena
diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
huruf ¢, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat
dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :

a. Tidak dapat melaksanakan tugas.

b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau
ketentuan anggaran dasar;

c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian
PDAM, Negara atau Daerah;

d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

e. Mengundurkan diri;

f. Tidak lagi memenuhi persayaratan sebagai anggota Dewan Pengawas
dengan ketentuan perundang — undangan; dan/atau

g. Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah
Daerah seperti Rekstrukturisasi, likuidasi, akuisis, dan pembubaran
PDAM.

Pasal 16
Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 17

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan
anggota Dewan Pengawas.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administrative berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai
anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan
Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan
Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 18
(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
a. Anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha milik
Swasta;
b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.



(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai
anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh PKM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan
Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan
Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab
menjalankan tugas untuk kepentingan PDAM.

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi
apabila yag bersangkutan bersalah atau lali menjalankan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugakan ke pengadilan terhadap anggita Dewan
Pengawas yang karena kesalahan atau kelalainnya menimbulkan kerugian
pada PDAM, kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan
mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening
kas umum daerah.

Pasal 20
(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak terdiri atas :
a. Honorarium;
b. Tunjangan;
c. Fasilitas; dan/atau
d. Tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 21
(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh
PDAM.
(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu
kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 22
Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan
Pengawas dibebankan kepada PDAM dan dimuat dalam rencana kerja
anggaran PDAM.

Pasal 23

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di
luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas
setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal
yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan
ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.



Paragraf 4
DIREKSI

Pasal 24
Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 25
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. Sehat jasmani dan rohani;
b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan;

. Memhami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

. Memahami manajemen perusahaan;

. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan,;

Berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);

. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan

berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima
puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisioner
vang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailit;

j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang
merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;

k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepal daerah, calon

wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
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Pasal 26
(1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi
tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau
lembaga professional.

Pasal 27

(1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan Ilulus seleksi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 24 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum
diangkat sebagai anggota Direksi.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 tidak
berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu
melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, wajib menandatangani
Kontrak Kinerja.

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.



Pasal 28

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
(2) Jumlah Anggota Direksi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebanyak 1 (satu) orang dan dibantu oleh 2 Orang Kepala Bagian.

Pasal 29

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 {satu) kali masa jabatan kecuali :

a.
b.

Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi
yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 30

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
a. Meninggal Dunia;

b.
C.

(1)

(4)

(S)

Masa Jabatannya berakhir; dan/atau
Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 31
Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena masa jabatannya berakhir
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b, anggota Direksi wajib
menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan
sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat
1{satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 (dua) Dewan Pengawas Wajib menyampaikan
penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati selaku
pemegang saham.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] serta penilaian dan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar
pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota
Direksi.
Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan public kepada PKM.

Pasal 32

Dalam hal jabatan jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan
sewaktu—waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c,
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan
secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau

ketentuan anggaran dasar;



c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian
PDAM, Negara atau Daerah;

d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

e. Mengundurkan diri;

f. Tidak lagi memenuhi persayaratan sebagai anggota Dewan Pengawas
dengan ketentuan perundang — undangan; dan/atau

g. Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah
Daerah seperti Rekstrukturisasi, likuidasi,akuisis, dan pembubaran
PDAM.

Pasal 33
Direksi PDAM diberhentikan oleh KPM.

Pasal 34

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a. Anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha milik
Swasta;

b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai
Direksi PDAM.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh PKM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi PDAM,
jabatan yang bersangkutan Direksi PDAM dinyatakan berakhir.

Pasal 35

(1) Direksi PDAM wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan
tugas untuk kepentingan dan usaha PDAM,

(2) Direksi PDAM bertanggungjawab penuh secara pribadi bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugakan ke pengadilan terhadap Direksi PDAM
yang karena kesalahan atau kelalainnya menimbulkan kerugian pada
PDAM, kecuali Direksi PDAM mengganti kerugian yang ditimbulkan
tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 36
(1) Direktur menerima Gaji dan Tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh KPM
antara lain sebagai berikut :

a. Gaji Direktur maksimal 2,5 kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM per
bulan dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM;

b. Direktur mendapat perumahan dinas yang standart atau pengganti uang
sewa rumah dinas yang besarnya ditentukan oleh PDAM dengan
menyesuaikan kemampuan Perusahaan;

c. Direktur berhak menerima Tunjangan Kesehatan;
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d. Direktur berhak menerima tunjangan transport dan tunjangan-
tunjangan lain yang sah didasarkan atas kemampuan Perusahaan.

Pasal 37
Besarnya jasa produski untuk Direktur ditetapkan 20% (dua puluh persen)
dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit dan mendapat
persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 38
Direktur menerima dana Representasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari jumlah penghasilan Direktur dalam satu tahun yang diterima pada bulan
terakhir.

Pasal 39

Direksi mempunyai tugas :

a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh
kegiatan operasional PDAM;

. Membina Pegawai;

Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima} tahunan (business
blan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui Dewan
Pengawas;

f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan
PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis
(business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan
Pengawas;

g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
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Pasal 40

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf g terdiri dari Laporan
Triwulan dan Laporan Tahunan.

(2) Laporan Triwulan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan
operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang
ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan
kepada Kepala Daerah. )

(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan paling
lambat lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM di
tutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30
(tiga puluh) hari setelah diterima.

(5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.

(6) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan
Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disebutkan alasannya
secara tertulis.



Pasal 41

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
mempunyai wewenang :

a.

b.
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Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan
Kepegawaian PDAM;

Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan
Dewan Pengawas;

Mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;

Mewakili PDAM di dalam dan di luar Pengadilan;

Menunjuk Kuasa untuk melakukan perbuatan hokum mewakili PDAM;
Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan
persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan
kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas
pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Pasal 42
Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi
Baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat
menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural
PDAM sebagai pejabat sementara.
Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku
paling lama 6 (enam) bulan.
Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan
pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf S5
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Syarat Pegawai

Pasal 43
Pegawai PDAM diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
Dalam mengangkat dan memberhentikan pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Direktur harus memperhatikan beban pekerjaan dan kondisi
keuangan serta terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 44

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai PDAM adalah :

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b.
C.
d.
e.

Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
Berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima;) tahun;




f. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai pada instansi lainnya; dan
g. Lulus seleksi.

Bagian Kedua
Calon Pegawai

Pasal 45

(1) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa
percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan
dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling
sedikit bernilai baik.

(2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan
penilaian meliputi: '

. Loyalitas;

. Kecakapan;

. Kesehatan;

. Kerjasama;

. Kerajinan;

Prestasi Kerja; dan
g. Kejujuran.

(3) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat menjadi pegawai PDAM.

(4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberhentikan
tanpa mendapat uang pesangon.

(5) Selama menjalani masa percobaan, Calon Pegawai tidak diperkenankan
menduduki sebuah jabatan.
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Pasal 46
Setiap calon pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai PDAM, wajib
mengangkat sumpah atau janji

Pasal 47
Susunan kata-kata sumpah/janji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
43 adalah sebagai berikut :

“Demi Tuhan, saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai PDAM Tirta Kalwedo Kabupaten
Maluku Barat Daya akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, dan
Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan melaksanakan tugas perusahaan yang dipercayakan kepada saya
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjwab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara,
pemerintah dan martabat pegawai, serta akan senantiasa mengutamakan
kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnua, atau
menurut perintah, harus saya rahasiakan.
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Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk
kepentingan perusahaan, dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat
pelanggan.

Semoga Tuhan menolong saya.”

Bagian Ketiga
Tenaga Honor dan Tenaga Kontrak

Pasal 48

(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai
degan beban pekerjaan dan kondisi keuangan PDAM dengan persetujuan
Dewan Pengawas.

(2) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan honorarium perbulan yang besarnya ditetapkan dengan
Keputusan Direktur yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau
Upah Minimum Kabupaten.

(3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Keempat
Jenjang Kepangkatan

Pasal 49
(1) Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sesuai peraturan PDAM.
(2) Pengangkatan Pegawai dalam = pangkat  dilaksanakan dengan
memperhatikan jenjang dan persyaratan lainnya yang ditetapkan.

Pasal 50

(1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direrektur berdasarkan
system kenaikan pangkat regular, kenaikan pangkat peneyesuaian,
kenaikan pangkat istimewa, kenajkan pangkat pilihan, kenaikan pangkat
pengabdian dan kenaikan pangkat anumerta.

(2) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas
kenaikan pangkat reguler.

(3) Pemberian kenaikan pangkat istimewa merupakan penghargaan atas
prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 51
Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :
1. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1
2. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A Ruang 2
3. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3
4. Pegawai Dasar I : Golongan A Ruang 4
5. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1
6. Pelaksana Muda l : Golongan B Ruang 2
7. Pelaksana : Golongan B Ruang 3
8. Pelaksana I : Golongan B Ruang 4
9. Staf Muda : Golongan C Ruang 1




10. Staf Muda 1 : Golongan C Ruang 2

11. Staf : Golongan C Ruang 3

12, Staf 1 : Golongan C Ruang 4

13. Staf Madya : Golongan D Ruang 1

14. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2

15. Staf Utama Madya : Golongan D Ruang 3

16. Staf Utama : Golongan D Ruang 4
Pasal 52

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan
ruang permulaan sebagai berikut :

a.

b.

Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan
Golongan Ruang A/ 1;

Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan Pangkat Pegawai
Dasar Muda I dan Golongan Ruang A/2;

. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana

Muda dan Golongan Ruang B/ 1;

. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan Pangkat Pelaksana Muda I

dan Golongan Ruang B/2;

. Berijazah Sarjana diberikan Pangkat Staf Muda dan Golongan Ruang C/1.

Pasal 53
Kenaikan pangkat pegawai PDAM ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1
Juli tiap tahun.
Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari.
a. Kenaikan pangkat regular;
b. Kenaikan pangkat pilihan,;
c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian;
d. Kenaikan Pangkat Istimewa;
e. Kenaikan Pangkat Pengabdian; dan
f. Kenaikan Pangkat anumerta.

Pasal 54

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai tanpa memperhatikan

Jjabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi

apabila Pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai

berikut :

a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur
penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu
tahun terakhir;

b.Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan
setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai
cukup dalam satu tahun terakhir.

Maksimal kenaikan pangkat regular yang dapat dicapai oleh seorang

Pegawai PDAM setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :

a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan Ruang B/3;




b. Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golonganh
Ruang B/4;

c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan
Ruang C/4;

d. Berijazah D III atau Sarjana Muda sampai dengan Golongan Ruang D/ 1;

e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan Ruang D/4.

Pasal 55
(1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai PDAM yang
memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
(2) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat
diberikan setingkat lebih tinggi apabila Pegawai dimaksud salah satu
persyaratan sebagai berikut :

a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian
prestasi kerja setiap unsure sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;

b.Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian
prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu)
tahun terakhir;

c. Telah 6 {enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimiliki dengan
hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat
yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 56
Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada Pegawai karena memperoleh
Surat Tanda Tamat Belajar atau ljazah yang lebih tinggi.

Pasal 57
(1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukan
prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang
bermanfaat bagi perusahaan.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak terikat pada
jabatan atau ujian dinas.

Pasal 58
Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada Pegawai yang akan memasuki
masa pension setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan
sekurang-kurangnya telah 1 (satu} tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 59
Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada Pegawai yang meninggal dunia
dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Pasal 60
(1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat
pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling
sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.




Bagian Kelima
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 61
(1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada
jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya
setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai
berikut :

a. Sekurang — kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah
2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian prestasi
kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

b. Sekurang — kurangnya telah 1 (satu} tahun memangku jabatan dan telah
3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilian kerja rata—
rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Jenjang kepangkatan untuk menduduki jabatan adalah sebagai berikut :
a.Jabatan Direktur; pangkat terendah adalah Staf Madya (D.1) dan
pangkat tertinggi adalah Staf Utama (D.4);

b. Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Cabang; pangkat terendah adalah
Staf Muda (C.1) dang pangkat tertinggi adalah Staf (C.3);

c. Jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi ; pangkat terendah
Pelaksana (B.3) dan pangkat tertinggi adalah Staf Muda 1 (C.2); dan

d. Jabatan Tenaga Fungsional ; pangkat terendah adalah Pelaksana Muda
(B.1} dan pangkat tertinggi adalah Pelaksana Muda 1 (B.2).

(3) Setiap Pegawai yang diangkat dalam suatu jabatan wajib mengangkat

sumpah /janji sebagai berikut :

“ Demi Tuhan saya bersumpah/ berjanji:
Bahwa saya, untuk diangkat pada Jabatan ini, baik langsung maupun
tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak member atau
menyanggupi akan member sesuatu kepada siapapun juga.
Bahwa saya, akan setia kepada Negara Republik Indonesia.
Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
Bahwa saya, tidak akan menrima hadia ataupun sesuatu pemberian
berupa apa saja, dari siapapun juga, yang saya tahu, atau patut dapat
mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan, atau mungkin
bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.
Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya
senantiasa akan mementingkan kepentingan PDAM dan kepentingan
Negara dari pada kepentingan saya sendiri, kelompok atau golongan.
Bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara,
Pemerintah, PDAM dan Pegawai.
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat
untuk kepentingan PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya dan
kepentingan masyarakat.
Semoga Tuhan menolong saya.”




Bagian Keenam
Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 62
(1) Untuk pembinaan karier pegawai dapat diadakan mutasi pegawai PDAM.
(2) Untuk meningkatkan pengetahuan Pegawai, dapat dilakukan dengan
mengikuti pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya.

Pasal 63
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya,
dilaksanakan sistim karier pegawai melalui penjenjangan yang dilaksanakan
secarah terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 64

(1) Kepada Pegawai PDAM diberikan gaji pokok/ruang gaji.

(2) Penyusunan Skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip—prinsip
skala gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan kemampuan PDAM.

(3) Ketentuan gaji pegawai PDAM dan tunjangan-tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 65
Calon Pegawai PDAM diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok
Pegawai PDAM.

Pasal 66
Selain Gaji Pokok, Pegawai PDAM dan Calon Pegawai PDAM dapat diberikan
tunjangan sebagai berikut:
Tunjangan Suami/Istri;
. Tunjangan anak;
Tunjangan Jabatan;
Tunjangan Kemahalan,
Tunjangan pengobatan;
Tunjangan Sandang/Pangan,
Tunjangan Transport;
. Tunjangan Air;
Tunjangan Pensiun.
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Pasal 67

(1) Pegawai dan Calon Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan
istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.

(2) Pegawai dan Calon Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari
21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan
belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima
persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.

(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperpanjang
sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih




bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
sekolah /perguruan tinggi.

(4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan paling
banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 68
(1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha
PDAM atau iuran Pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan
Direksi.
(2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1
didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 69
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Pegawai PDAM diberikan bagian
dari jasa sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 70
Pajak Penghasilan dibebankan pada masing-masing pegawai, Calon Pegawai
PDAM.

Pasal 71
(1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja
Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
(2) Kenaikan Gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan 2
(dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat:
a. Hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam
tahun terakhir;
b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk
kenaikan gaji berkala.
(3) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana
pada ayat 2, kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 {dua) tahun.

Pasal 72
Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukan hasil yang sangat
baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji
berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan peraturan PDAM dan
mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 73
Direktur memberikan penghargaan kepada :

a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 15 tahun dan
hasil penilaian prestasi kerjanya dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukan
nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 kali penghasilan;

b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 25 tahun dan
hasil penilaian prestasi kerjanya dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukan
nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 4 kali penghasilan;




c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 tahun dan
hasil penilaian prestasi kerjanya dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukan
nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 4 kali penghasilan;

d. Pegawai yang telah menunjukan prestasi kerja dan atau berjasa dalam
pembangunan dan/ atau pengelolaan PDAM sehingga dapat dijadikan
teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghaegaan yang nilai dan
bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan
Dewan Pengawas;

e. Pegawai yang memasuki masa Pensiun Normal diberikan penghargaan
yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan peraturan PDAM.

Pasal 74
Penilaian Pegawai yang berprestasi dan pemberian penghargaan seperti pasal
71 dan 72 ditentukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Direktur setelah
mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 75
(1) Pegawai PDAM berhak atas pesangon yang besarnya ditentukan sebagai
berikut :

a. Apabila pegawai berhenti karena mencapai usia pension mendapat
pesangon maksimal 6 (enam) kali penghasilan bersih bulan terakhir
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;

b. Apabila diberhentikan dengan hormat sebelum masa pension, dapat
diberikan pesangon maksimal 3 (tiga) kali penghasilan bersih bulan
terakhir dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;

c. Apabila meninggal dunia sebelum mencapai usia pension dapat
diberikan santunan maksimal 6 (enam) kali penghasilan bersih bulan
terakhir; dan

d. Apabila meninggal dunia karena melaksanakan tugas dapat diberikan
santuan 10 (sepuluh) kali penghasilan bersih bulan terakhir.

(2) Pegawai PDAM yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak berhak
menerima pesangon.

Pasal 76

(1) Setiap tahun setelah penutupan buku kepada pegawai dapat diberikan
jasa produksi dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit yang
besarnya diatur dalam peraturan perusahaan.

(2) Apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan, maka PDAM dapat untuk
tidak memberlakukan salah satu pesangon atau menurunkan besarnya
pesangon untuk pegawai PDAM dan Calon Pegawai PDAM setelah
mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan
CUTI

Pasal 77
(1) Direktur dan Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
a. Cuti tahunan;
b. Cuti melahirkan;




c. Cuti sakit;
d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
e. Cuti Nikah; dan
f. Cuti diluar tanggungan PDAM.
(2) Lamanya cuti sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut :
 a. Cuti tahunan diberikan selam 12 hari kerja;
b. Cuti sakit diberikan paling lama untuk waktu 1 tahun;
c. Cuti bersalin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Persalinan anak pertama; diberikan cuti 1 bulan sebelum dan 2
bulan sesudah persalinan;
2) Persalinan anak kedua; diberikan cuti ¥ bulan sebelum dan 1 %
bulan sesudah persalinan; dan
3) Persalinan anak ketiga; diberikan cuti % bulan sesudah dan %
bulan ssudah persalinan.
d. Cuti karena alasan penting diberikan paling lama untuk jangka waktu 1
bulan; dan
e. Cuti besar diberikan paling lama 2 bulan.

(3) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap
diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.

(4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut
oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pekerjaan Lembur dan Uang Lembur

Pasal 78

(1) Pekerjaan lembur adalah pekerjaan yang dilakukan pada waktu diluar jam
dinas atau waktu libur.

(2) Pekerjaan lembur pada ayat (1) dapat diakui apabila dilaksanakan lebih
dari 2 (dua) jam.

(3) Pekerjaan lembur hanya dilakukan pada pekerjaan yang sifatnya sangat
penting dan mendesak dan/atau penyelesaiannya tidak dapat
ditangguhkan.

(4) Besarnya uang lembur ditentukan oleh Direktur dengan memperhatikan
kondisi keuangan PDAM.

(5) Pegawai yang melakukan pekerjaan lembur lebih dari 4 (empat) jam dapat
diberikan uang makan yang besarnya ditetapkan oleh Direktur denganm
memperhatiakn kondisi keuangan PDAM.

Bagian Kesepuluh
Bantuan Duka dan Cacat

Pasal 79
(1) Pegawai yang meninggal dunia, kepada istri/suami/anak/ahli waris
lainnya diberikan uvang duka berupa :
a. 5 (lima) bulan Gaji bersih;
b. Uang perawatan Jenasah dan peti jenasah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga
Juta Rupiah).




(2) Bila istri/Suami/Anak pegawai meninggal dunia, kepada pegawai yang
bersangkutan dapat diberikan uang duka sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah}.

(3) Pegawai yang dinyatakan dokter tidak dapat bekerja lagi dalam semua
tugas pekerjaan, disebabkan cacat jasmani dan rohani karena
menjalankan tugas kedinasan, diberikan bantuan cacat sebesar 10
(sepuluh) bulan gaji bersih yang diterima.

Bagian Kesebelas
Perjalanan Dinas

Pasal 80
Perjalanan Dinas hanya diberikan untuk kepentingan PDAM dengan
ketentuan :
a. Biaya perjalanan Dinas dihitung berdasarkan Lumpsum.
b. Standar Biaya perjalanan Dinas disesuaikan dengan Standar Biaya
Perjalanan Dinas Daerah Maluku Barat Daya.
' Bagian Kedua Belas
Kewajiban dan Larang

Pasal 81
Setiap Pegawai Wajib :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan;
. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
Memikirkan, merencanakan dan melaksanakan aktifitas untuk kemajuan
" serta pengembangan PDAM; dan
g. Mematuhi dan/atau mentaati semua peraturan kepegawaian yang berlaku.
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Pasal 82
Pegawai dilarang :

a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;

b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri
sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;

c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara;

d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM kepada
pihak lain diluar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direktur.
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Bagian Ketiga Belas
Hukuman Disiplin

Pasal 83
(1) Seorang Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman disiplin karena
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 dan pasal 81.
(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
a. Teguran Lisan;
b. Teguran Tertulis;
. Penundaan kenaikan gaji berkala;
. Penundaan kenaikan pangkat;
. Penurunan pangkat;
Penurunan Jabatan;
. Pembebasan Jabatan;
. Pemberhentian semnetara;
Pemberhentian dengan hormat; dan
Pemberhentian tidak dengan hormat.
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(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2
ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan
Pengawas.

Pasal 84
(1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan
larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan/atau tindak pidana.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama
6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Bagian Keempat Belas
Pemberhentian

Pasal 85
Direktur berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :
a. Terbukti dan disangka sesuai dengan keputusan yang berlaku telah
melakukan tindakan merugikan PDAM.
b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti telah melakukan
perbuatan pidana.

Pasal 86
Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari
gaji.
Pasal 87
(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direktur wajib
mengadakan siding yang dihadiri oleh Pegawai yang diberhentikan
sementara untfuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti
merugikan PDAM setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.




(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam siding, yang bersangkutan
tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan PDAM, maka yang
bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan
berhak menerima sisa penghasian yang belum diterima.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang, yang bersangkutan
terbukti melakukan perbuatan yang merugikan PDAM sesuai putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan
diberhentikan secara tidak dengan hormat, tidak berhak mendapat surat
keterangan dar PDAM, dan tidak berhak menerima sisa penghasilan yang
diterima.

Pasal 88
(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena:
a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri;
c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
e. Telah mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun; dan/atau
f. Reorganisasi.
(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan Pesangon yang
besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b,
pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 89
Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang
telah memperoleh kekuatan hokum tetap; dan/atau
c. Merugikan keuangan PDAM.

BAB III
DANA PENSIUN

Pasal 90

(1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun
yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum
Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI), atau Dana Pensiun Lembaga
Keuangan.

(2) Penyelenggaraan Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1
didasarkan atas pertimbangan optir}qalisasi dan kepastian manfaat bagi
Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan.

(3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program
pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan dana pension
" pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.




BAB IV
ASOSIASI

Pasal 91
(1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum
Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
(2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang
menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan
berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah.

BABYV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua Peraturan dan Ketentuan
yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang
tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal *? OFBER 2019

PARAF KOORDINASI BUPATI LUKU BARAT DAYA,
SEKDA 3K
Asisten Koordinasi | : 43" /U ‘ M
KABAG. Hukum [: | §. -
Q KADIS. PUTR &/ BENYAMIN THOMAS NOACH
\ DIRUT. PDAM k74

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 20 OwBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE U BARAT DAYA,

FONSIUS SIAMILOY
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